BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT! JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S
Peraturan Daersh Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tala Kerja Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten .Jepara sefta guna meningkatkan pelayanan
umum khususnya pelayanan perizinan perlu diatur
secara teknis tentang pola pelayanan perizinan terpadu
Penanaman Modal dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebaguimana tedah bebecrapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tehun 2004 ientang Pemerinta han
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Daerah (Lembarun Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724},
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah Pemerintah  Dacrah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daecrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia
Nomor 4741);

Pergturan Presiden Nomor 27 Tehun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pinnu Di Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyclenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintw;

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor PER/20/M PAN/04/2006 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
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14.

15.

16.

17.

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Umum;

Keputusan Menteri  Negare  Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Prdoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan  Mentenn  Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004
temtang Petunjuk Tecknis Transparansi dan
Akuniabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor KEP/118/MPAN/7/2004 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyvarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 18
Tahun 2011 \entang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara, (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara
Nomor 16}

Peraturan Deerah Kabupalen Jepara Nomor 27
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 24);
Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2011

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan
Pemanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupalen Jepara {(Berita Dacrah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 419),



MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PENANAMAN MODAL

BaB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1,
2

Dacrah adalah Kabupaten Jepara;

Pemerintah Deeruh adalah Bupati dan Perangkat Daersh sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Jepara

Pelayanan Perizinan adalah scgala kegiatan pelayanan perizinan yang
diberikan oleh instensi Pemerintah Dacrah dalam rangka upaya
pemenuhan  kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pelayanan Perimnan Terpadu adalah pelayanan terpadu  yang
disclenggarakan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu yang meliputi berbagai jenis pelayanan perizinan,

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang
sclanjutnya disingkal BPMPPT adalah Perangkat Daernh berbentuk Badan
yang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di
bidang pelayanan perizinan penanaman modal,

Perizinan Parared adalah penyelenggaraan Perizinun yang diberikan kepada
pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dan satu jenis izin
yang diproses sccara terpadu dan bersamaan.

BAB [l
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1} Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada BPMPPT
meliputi:
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9,

10.
11,
12,

13.
14,

15.
16.

17,
18.
19.

[zin Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing:
[zin Mendirikan Bangunan (IMB);

Zzin Penggunaan Bangunan (IPB);

Izin Usaha Jasa Kontruks: (IUJK);

Ilzin Lokasi;

lzin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian,
Izin Pemanfaatan Kekayaan Dacrah meliputi:

a Penggunaan Tanah Pemds;

b Penggunaan Gedung Pertemuan;

c Penggunaan Stadion;

lzin Usaha Bidang Keschatan meliputi:
a. Perizinan faxilitas keschatan yaita:
1. lzin Rumnah Sakit type C dan D;
2 lzin Klinik;
3. lzin Khinik Kecantikan/ Estetika;
4. lzin Khinik Dialisis;
5. lzn Optikal;
b. Perizinan Fasilitas Penunjang Keschatan:
1. 1zin Laboratorium Klinik;
2 lon Laboratorium Keschatan Masyarakat;
¢ Perizinan Distribusi obat yaitu:
1. kbn Apotik;
2. Izin Pedagang Eceran Obat;
d. izin Toko Obat Keschatlan.
[zin Tempal Penampungan Tenaga Kerja;
kzin Gangguan {(HO);
Izin Usaha industn (IUI);
lzin Usaha Perdagangan (SIUP);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
1zin Pemasangan Reklame;
lzin Usaha Pariwisata;
kin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras
(mesin);
lzn Usaha Perikanan;
[zin Usaha Pcmotongan Ternak;
[zin Usaha Prmotongan Unggas;
lzn Usaha Toko Gbar Hewan;



21. lzin Ussha feternakan Rakyat

22. kin Usaha Angkutan dan Trayek

23. Izin Usaha Pertambangan Umum (IUP);

24. kin Usaha Industi Primer Hasil Hutan Keyu (IUIPHHK]:
25. Inin Pengelolaan Air Tanah;

26 lzin Pemanfaatan Air Permukaan.

{2) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan scbagaimana
d.makaud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala BPMPPT.

BAB [II
TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN DIBIDANG
PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Pasal 3

{1} Sarana dan Prasarana Pelayanan BPMPPT terdisi dari:
a Loket pengajuan permchonan dan informasi
b. Unit Pemrosesan berkas;
Loket Pernbayaran;
Loket Penyerahan Dokumen;
Loket Pengaduan;
(2) Loket pengajuan permohonan dan informasi berfungsi:
a Memberikan informasi terkait perizinan \erpadu kepada masyarakat
yang membutuhkan;

-

b, Menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan
perizinan;

¢. Meneruskan berkas permohonan kepada petugas;

d Membuat dan membenkan bukti penerimaan berkas permnohonan
yang sudah lengkap dan benar.

{3) Unit pemrosesan berkas berfungsi:

a4 Menelin berkas permohonan;

h Mengknardinasikan pelakaanaan peninjauan lokasi

¢. Mengkoordinasikan pengkajen hasil pemeriksasn/ peninjauan
lokasi;

d Memproses peniz@nan;
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(4) Loket pembeyaran berfungsi schagai tempat penerimasn pembaymaran
(kas dacrah) semua jenis penzinan.

{5) Loket penyerahan dokumen berfungsi sebagai tempat penyerahan
dokumen / pengambilan surat izin yang sudah diproses dan sudah
dilakukan pembayaran perizinan.

&) Loket pengaduan berfungsi schagai tempat penerimaan pengaduan
terkait dengan pelayanan perizinan oleh BPMPPT.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Pelayanan Perizinan
Pasal 4

{1iMeknnisme penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan :

A Pencliian Berkas Permochonar;,

b. Pemeriksaan / Cek Lapangan;

c Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis;
d Penerbitan lzin

{2) Meckanisme melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
berdasarkan pada  sifst  permsasalahan yang dimungkinkan/
ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{3} Penyclesaiann pelayanan perizinan melalui pemerikaaan teknia. di
lapangan maupun tanpa melalui pemeriksaan tcknis di lapangan
dilakcukan cleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala BPMPPT.

{4) Tim Teknie sebagaimana dimaksud pada ayat (3] beranggotakan Pejabat
Satuan Keria Perangkat Dacrah terkait yang mempunyai kompentensi
dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

{5) Tim Teknis scbagmmans dimaksud pada ayat {4} memiliki kewenangan
untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi
mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

(6) Apabila Tim Teknis tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana
dimaksud ayvat (5), maka kepala BPMPPT wajib menyampaikan laporan
kepada Bupati untuk penyelesalannya.

{7) Teknis pelaksanaan mekanisme scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan alch Kepala BEPMPPT.
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(8] Mckanisme penyelesaian peayanan perizinan schegaimana tercantum
pada Lampiran | yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Prosedur Pelayanan
Panal 5

{1)Prosedur, persyarstan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan
diatur sesumi Peratursn Perundang-undangan yang berlaku untuk
masing-masing jeni® perizinan.

{2} Ketentuan tenlang proscdur dan persyarastan scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat masyarakat
di gedung Kantor BPMPPT.

Bagian Keempat
Penyederhaan Pelayanan
Pasa) 6

Penyederhanaan penyeienggaraan pelayanan mencakup:

a
b.

Pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan olehh BPMPPT;

Percepatan walktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar
waktu yang tdah diclapkan dalam Peraturan Dacah;

Kepastian biaya pelayanan tdak melebihi dari ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap
tahapan proscs pembenian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnyas;
Mengurang berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk
dua ateu lebih permohonan perznan;

Pembebasan biave perizinan bag) usaha mikro kecil menengah [(UMKM)
yvang ingin memulai usaha bar sesuai dengan persturan yang berlaku;
Pemberian hak kepada masyarakat untuk mempercleh informasi tentang

penyclcnggaraan perizinan.



Bagan Kelima
Proscs, Waktu dan Biaya Penyelenggaraan Perizinan
Pasal 7

(1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dimulai dari  tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara
terpadu.

(4 Prosea penyelenggaraan pelayanan penzinan dilakukan untuk satu jenis
perizinan tertentu alau perizinan pararcl

Pasal B

(1) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan setelah persyaratan
lmgksp dan benar paling lama 3 {tig) hari kerja terhitung scjk
diterimanya berkas permohonan.

{2} Ketentuan scbagaimana dimaksud peda ayat (1) dikecuslikan terhadap lzin
Lokasi dan Izin Gangguan.

Pasal 9

Besaran aya retribumi perimnan di hitung sesuai dengan tanl yang
ditctapkan berdasarkan Peraturan Daerah,

BAB IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10
(1) BPMPPT memililo basis data dengan menggunakan sistem manajemen
informasi.
(2) Data dari sectiap perizinan yarng disclesaikan oleh BPMPPT disampaikan
kepada Perangkat Dacrah terkait setiap bulan.

Pasal 11

BPMPPT wajb menyediakan dan menycharkan informasi berkaitan dengan
jeniz pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penclusuran posisi
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dokumen pada setiap proses, biayn dan ‘waktu peridnan scria tata cara
pengaduan yang dilakukan sccara jelas dan trassparan melalui ber mgai
media yang mudah diakses olch masyarakst.

Pusal 12

Informani sebgguimana dimeksud dalam pasal 11 dapat diakses oleh
masyarakat dan dunia usaha.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN
Pazal 13

(1} BPMPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan mengEuUnakan
media yang ada.

(2) Mekaniame penydcsaian penanganan pengaduan achagaimana tercantum
padal.nn‘piranllynngm:rupakanhngjantidaktcrpimhhndﬂi
Peraturan Bupat.

Pasal 14

BPMPPT wajib menindaklanjuli pengaduan mayarakat secara tepat, cepat

dan memberikan jawaban serta penanganan kepada pengadu paling lama 2
{duaj han kerja.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

{1} Dengan ditetapkannya kecputusan ni segala bentuk pelayanan perizinan
schagaimsna dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan olch
BPMPPT sedangkan pembinaan dan pengawasan bideng yang
bersangkutan menjedi tanggung jawab Instansi / Dinas Teknm yang
bersangkutan termasuk target ncome.



pada tanggal 5 Juuuan 200

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR..A5%







LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR ! ..o Tahun 2012
~ Tanggal : n.fsi.; 2012
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MERANIBME / PROSEDUR PENANGANAN L_-EE:
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| FENGADUAN : et
1. Langsung
1 2. Tertulis

- *

3. Lewat Telepon
4. Lewat SMS KEPALA BPMPPT

KABID PENGAWASAN &

PENGENDALIAN :
1, Diterimeg
2, Koordinani dengan Tim Teknis
3. m-_dﬂ._nu_m_ Kebenaran { Cek

LapRflgan
4 Proses Seauai Prosedur

H

HASIL LAPORAN -~

BUPATI R .
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